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ABSTRAK : bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang 
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, 
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna 
terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Good 
Governance), telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon 
Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2024; bahwa untuk 
menyesuaikan perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu 
penyesuaian asumsi arah kebijakan pembangunan, arah 
kebijakan keuangan daerah, rencana prioritas program dan 
kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan 
dan/atau keadaan yang menyebabkan adanya SiLPA tahun 
anggaran sebelumnya dan harus digunakan untuk tahun 
berjalan; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86          
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan perubahan 
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila 
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan 
perkembangan keadaan; 
 
- Dasar Hukum :  

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28          
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             



Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 
tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6866); Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000         
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia          
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019         
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden   
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Presiden    
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara 



Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia      
Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia      
Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat 
Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang 
Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa 
Barat; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9    
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 236); Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon         
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 17); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon       
Nomor 75); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12    
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9); 



Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 117); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota 
Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 50), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 tahun 2013 tetang 
Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota 
Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 35); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akutansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon      
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 15); Peraturan Wali 
Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 16); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon     
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 
Nomor 2); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 42), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon       
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2017 Nomor 49); Peraturan Wali Kota Cirebon     
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota 



Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di 
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019   
Nomor 37); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42          
Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Terpadu Satu 
Pintu (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 42); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon   
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 
Nomor 58); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57          
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cirebon            
Tahun 2023 Nomor 57); 
 

 

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 
tahun 2024. 

- Lampiran : - 
   

 


